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TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 48 TAHUN 2014
TENTANG PENJABARAN ANGGAR,AN PENDAPATAN DAN BELANJA

KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT AL,LAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang bahwa dengan adanya usulan pergeseran anggaran sebagaimana
' dimaksud dalam ketentuan pasal 160 ayat (2) ayat (3) Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, adanya klaim pelayanan JKN tahun 2014 yang belum
diselesaikan pada akhir tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional dan keperluan mendesak dalam
rangka penanganan bencana alam banjir sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan Pasal ?-7 ayat (4) dan penjelasannya Undang-undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 162 ayat (4), ayat (5) dan
ayat (6) Permendagri Nomor 21 Tahun 201'1 tentang Perubahan Kedua
atas Permendagrr Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Qanun Kabupaten
Aceh Utara Nomor '11 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015, maka Peraturan Bupati Aceh
Utara Nomor 48 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2015 perlu dilakukan
perubahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2015.

Mengingat '. 1

2

3

Undanq-Undanq Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentano Pembentukan
Daerah- 0tonofu Kabupaten-kabupaten dalam Linqk"unqan Daerah
Dropinsi Sumatera Utara (Lembaran Neqara Republik-lndonesia Tahun
'1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran N-egara Nomor 1092),

Undano-Undanq Nomor 12 Tahun '1985 tentanq Paiak Bumi dan
Banqunan (Lembaran Neqara Reoublik lndonesiaJahuh 1985 Nomor
68, Tambahan Lembaran- Neqarb Nomor 3312) sebaoaimana telah
diubah dengan urndang-Undaiq Nomor 12 Ta6un 1994 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Neoara Nomor 3569);

Undanq-Undanq Nomor 28 Tahun 1999 tentano Penvelenooaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi. KoTusi ddn Ne"p"otisme
(Lenrbaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tanrbahan Lenrbaran Negara Repubtik lndonesia Nomor 3851):

4. Undang-undang......

!
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Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenooaraan
Keistimewaan Propinsi Daerah lstirnewa Aceh;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentanQ Keuanoan Neoara
Llembaran . Negara Republik lndonesia Tahun- 2003 \omor "47,
I ambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4296),

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentanq perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah-un 2004 Nomor 5,
I ambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

7. Undan
Penge
Neoara
Leribara

s-
lol

Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentanq pemeriksaan

1an dan Tanggungjawab Keuanqan Neq-ara (Lembaran
Republik _lndonesra Tahun 2004- Nomor- 66, Tambahan
n Negara Republik Indonesia Nomor 4400),

8. Undang-Undang Nomor 25 Tanun 2004 tenlanq Sistem perencanaan
Pem.bangunan 

_ 
Nasional (Lembaran Negara Refublik lndonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembardn Negara Republik Indonesia
I'lomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentanq perimbanoan
Keuangan antara Pemerintah Pusal dan pemerintahan Daeiah
Llembaran.Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126,
I arnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4439);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentanq pemerintahan Aceh
LLembaran. Negara Republik Indonesia Tahu-n 2006 Nomor 26,
I ambahan Lembaran Ncgara Republik lndonesia Nomor 463J),

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentanq paiak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonelia Tahun 2009
Nonror '130, Tambahan Lembaran Negaia Republik lndonesia Nomor
504e);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentanq pembentukan
Peraturan Perundang-Undanqan (Lembaran Nelara Reoublik
lndonesia Tahun 2011 Nornor 82 Tambahan Lefrbaran Nbgari
Republik lndonesia Nomor 5234);

'13, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20i4 tentang Desa (Lembaran
Negara Repubiik lndonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 5495);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20'14 tentang pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 55g7)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas
Undang-Undang l,lomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 10g Tahun 2000 tentano Tentano
kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakit feoaTa Oieijfi
Llembaran,NeEara .Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 210,
tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4029);

'16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentanq paiak Daerah
llembaran. Negara Republik. lndonesia Tahun 200"1 Niimor-ita,
Iambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

17. Peraturan Pemerintah.....
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentanq Rekibusi Daerah

llembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139):

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentano Kedudukan
Protokoler dan Keua:rqan Pimpinan dan Anooota DPRb (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 90, fambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4416) sebaqaimana telah
tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintjh Nomor 2l
Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokeler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota DPRD-(Lembaran Neqara Republik lndondsia
Tahun 2007 Nomor 47, Tarhbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 47'1 2);

19. Peraturan Peme:intah Nomor 23 Tahun 2005 tentano Penoelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Nedara Hepublik
lndonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah den-gan
Peraturan Pemerintah I'Jomor 74 Tahun2C13 tentano perubahan A"tas
Peraturan Pemerinrah Nomor 23 Tahun 2005 tenlano Penoelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Nedara Reoublik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 171, Tambahan Lembaran Nbgara
Republik lndonesia Nomor 5340;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Neqara Repubjik Indonesia Tah[n 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4575);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentano Sistem tnformasi
Keuangan Daerah, sebaqaimana telah diubah denqan peraturan
Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentanq Perubahan itas peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang- Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indon-esia Tahun 2010 Nomor fl 0,
lambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5155);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah-un 2005
Nomor 140, Tambahan Lembarai Negarb Republik lndonesia Nomor
4578);

23. Peraturan Penterintah Nomor 65 Tahun 2005 tentan
Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minima
Negara Republik Indonesia Tahun 2005' Nomor 150,
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4585):

s
I

24. Peraturan Pemerintah Ncmor 79 Tahun 2005 tentano pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintaian Daerah
LLembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor '165,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4593);

25. Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2006 tentang pelaporan
Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Neq-ara Rebublik
lndonesia l-ahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lemb-aran NLgara
Republik lndcnesia Nomor 4614);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggargan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintal, Lailoran
Keterangan Fertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan
Penvakilan Rakyat Daerah dan lnformasi Perivelenooaraan
Pemerintahan Dadrah kepada Masyarakat (Lembaran Ne(ara H6publik
lndonesia Tahun 2007 Nom-or i 9, Tambahan Lemb-aran N'egara
Republik lndonesia Nomor 4693);

Pedoman
(Lembaran
Tambahan

27. Peraturan Pemerintah ......



27, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentanq Pedoman
Penyusunan Peraturan Devian Penarakilan Rakvat Daerah ientano Tata
Tertib Dewan Penrvakilan Rakyat Daerah (Lenibaran Negara Re-publik
lndonesia Tahun 2010 I'Jonior 22, Tarirbahan Lemb-aran N'egara
Republik lndonesia Nomor 5104);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 7'1 Tahun 2010 tentano Standar
Akuntansi Penrerintahan (Lembaran Neqara Republik IndonEsia Tahun
fp10 Nglgr '123, Tambahan Lembaraln Negara Repubtik lndonesia
Nomor 5165);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 20'11 tentang pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 201 f Nombr 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 521g);

30, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentano Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tanun 2'013 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

31. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagamana ielah diubah teiakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2013 tentang perubahan kedua
atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 [entang pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

32. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentano peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 te-ntang Desa
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomdr 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5539);

33. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belania Neqara (Lembarai
Negara Republik lndonesia Tahun 20'14 Ncimor i68, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5558);

34. Peraluran. Presiden Republik lndonesia Nomor 162 Tahun 20,14 tentang
Rincian Anggarar Pendapatan dan Belania Neqara Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 334),

35. Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20C6 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubal
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan 

^ ^!e-dua 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor '13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuanlan
Daerah (Berita Negara Repubtik lidonesia Tahun 2d1 1 Nomor 310);"

36. Peraturan lllenteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Daii
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebaqaimana telah diubah
dengan Peraluran Jr/enteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahui
2011 tentang Ped.oman Pemberian Hibah Dan-Bantuan Sosial yang
Bersumber Dari Arrggaran_Pgndqpalqn dan Belanja Daerah (Beriti
Negara Repubilk lndonesia Tahun 2012 Nomor S40);'

37. Peraturan Menteri Dalam Negerr Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukurn Daerah (Berita Negara Republi[
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

38. Peraturan l/enteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah
Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tbhun 2014
Nomor 680);

39. Qanun Kabupaten......
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39. Qanunl(abupalen Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Klbupaten
Aceh Utara Tahun 2008 Nomor 253),

40. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 11 Tahun 2014 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun
Anggaran 2015 (Lembaran Kabupaten Tahun 20'14 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 209);

41, Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 34 Tahun 2010 tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara
(Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010 Nomor 33);

42. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 31 Tahun 2013 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerinlah Kabupaten Aceh Utara ( Berita Kabupaten Aceh
Utara Tahun 2013 Nomor 31);

43. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 48 Tahun 2014 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utari
Tahun Anggaran 2015 (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014
Nomor 49),

MEIvIUTUSKAN :

Pasal 1

Ketentuan Pasal 1 Ayat I huruf a dan Ayat 2 huruf a, b diubah, sehingga berbunyi ;

1. Pendapatan Daerah

a. Semula
b. Bertambah/(berkurang)

4.574.019.000,00 v
7 .638 .357 .77 o OO '/

Rp. 1 83

Ro.

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan

2. Belanja Daerah
a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 1.047,260,854.895,00v

b. Belanja Langsung
a. Semula Rp. 789.563.498.005,00/
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 1 1.973.905.571,0A.,

Jumlah Belanla Langsung setelah perubahan
Jumlah Belanja
Surplus / (Defisit)

3. Pembiayaan Daerah:
a. Penerimaan:

1), Semula
2). Bertambah/(berkurang)

Jumlah Penerimaan

Rp, 10.400.364 800,00 ,/
Rp 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Ro (740.000.000 ,00)"
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp. 1.046.520.854.8 9s,00J

R0.1.842 .212,376.770.00 t

Rp 801 .537.403.576.00 /
Rp. 1.848.0 58.258,471.00"
Rp (5 845.881.701.00)"/

10.400.364.800,00 /setelah perubahan Ro

lVenetapkan: PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2015.

b. Pengeluaran.....,,.,
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b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
1). Semula
2). Bertambah/(berkurang)

Jumlah Pengeluara
Jumlah Pembiayaa

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
setelah perubahan

Rp 8 150,030,900,00
0 00

n setelah perubahan
n Netto Setelah perubahan
Tahun Berkenaan

Rp. 8.150.030.900,00.
2.250.333.900,00

(3.595 547 801,00)_

Rp

Rp

Pasal 2

Perubahan Ringkasan Penjabaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut
pada Lampiran lPeraturan Bupati ini.

Pasal 3

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belan.ja Daerah Kabupaten sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanlut dalam Lampiran ll Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang
ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih laniut dalam Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe.

ini dengan

pada tanggal

UPATI A

23 Januari 20'15 M
02 Rabi'ul Akhir 1436 H

cEHUT^R^L

\
H. MUHAMMAD THAIB

t-

Diu ndangkan di Lhokseumawe
pada tangg al 23 Januari 2015IM

02 Rabi'ul Akhir 1436 H

SEKRETARIS DAERAH /
KABUPATEN ACEH UTARM

$..-
^!,auu\
ISA ANSHARI

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2015 NOMOR ,!..
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